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Abstrak. Penelitian ini membahas kembali penurunan model dinamika korupsi poli-
tisi dalam masyarakat demokratis. Model tersebut dikonstruksi dalam tinjauan politik-
ekonomi, dengan variabel keadaan meliputi popularitas, aset tersembunyi, dan upaya
penyelidikan kasus korupsi. Berdasarkan ada atau tidaknya upaya penyelidikan, model
dibagi atas dua bagian, yaitu sistem korup dan sistem tak-korup. Dari analisis kestabilan
terhadap sistem korup diperoleh tiga titik kesetimbangan yang stabil dan dari analisis
kestabilan sistem tak-korup diperoleh dua titik kesetimbangan yang stabil.

Kata Kunci: Korupsi, Titik kesetimbangan, Analisis kestabilan

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi dalam proses politik
yang dianggap menyimpang dan merugikan masyarakat dan negara. Korupsi tam-
paknya telah menjadi tradisi yang panjang dalam proses politik, yang mana korupsi
terjadi secara berulang-ulang, meskipun yang lama terberantas namun politisi yang
baru bukan tidak mungkin terlibat dalam kasus korupsi.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata democratos
yang merupakan gabungan dari kata demos yang artinya “rakyat” dan cratos
yang artinya ”"kekuasaan atau kedaulatan”. Dengan demikian, demokrasi adalah
kedaulatan rakyat. Adapun kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam kehidupan
bernegara adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan yang dilaksanakan bersama
rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan pe-
merintahannya terbatas dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang
kepada rakyatnya [2].

Secara normalnya hubungan demokrasi dengan korupsi dikaitkan dengan ak-
sioma yang populer dari Prof. Lord Acton yang menegaskan: ” Power tends to
corrupt, absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan cenderung korup, dan
kekuasaaan yang absolut maka korupsinya juga absolut). Aksioma ini mengandung
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makna bahwa absolutisme pada dasarnya berbanding terbalik dengan korupsi. De-
ngan demikian berarti, jika suatu pemerintahan dijalankan dengan sistem demokrasi
maka angka korupsi akan lebih rendah, begitu sebaliknya jika dijalankan secara ab-
solut (otoriter), maka angka korupsi di negara tersebut akan meningkat [2].

Dalam makalah ini, dinamika korupsi politisi dalam masyarakat demokratis di-
jelaskan kembali penurunannya berdasarkan kajian yang dipaparkan oleh Sergio
Rinaldi dkk (1998) [1]. Selanjutnya dilakukan analisis kestabilan terhadap model
tersebut.

2. Landasan Teori
Pandang sistem persamaan diferensial berikut.
x = f(x), (2.1)

Definisi 2.1. [6] Titik kesetimbangan (disebut juga titik tetap, titik kritis atau titik
stasioner) dari sistem (2.1) adalah solusi yang memenuhi persamaan

x = f(x) = 0.
Definisi 2.2. [6] Titik kesetimbanganx® € R™ dari sistem (2.1) dikatakan

(1) Stabil asimtotik jika titik kesetimbangan x* € R™ stabil dan terdapat 59 > 0
sedemikian sehingga untuk setiap solusi x(t) yang memenuhi ||x(to) —x*|| < o
berlaku limy_, o x(t) = x*.

(2) Stabil jika untuk setiap € > 0 terdapat § > 0 sedemikian sehingga untuk setiap
solusi x(t) yang memenuhi ||x(tg) — x*|| < & berlaku ||x(t) — x*|| < € untuk
t > to,

Definisi 2.2 menjelaskan bahwa kestabilan dari titik kesetimbangan dapat dike-
tahui dari solusi persamaan diferensialnya. Namun, tidak semua persamaan diferen-
sial dapat ditentukan dengan mudah solusi eksaknya. Dalam hal ini, metode pelin-
ieran dapat digunakan untuk menentukan apakah titik kesetimbangan tersebut
bersifat stabil atau tidak di sekitar titik kesetimbangan.

Sistem (2.1) di sekitar titik kesetimbangan x* dapat didekati oleh sistem linier

y =Jy, (2.2)
dimana y = [z — 2%, 29 — 2%, -+ , 2, — 2*]T dan

0f1(x") 9f1(x") Of1(x")

oxq Oxo e Oxp
0f(x) 9h(x)  9LG)

J=aee) = o
Ofn(x*) Ofn(x") Ofn(x")

Oxq Oxo e oy,

Matriks J disebut matriks Jacobian dari sistem (2.1) yang dihitung di titik kese-
timbangan x*.
Karena sistem (2.2) linier orde satu, maka solusinya dapat ditulis dalam bentuk

y = pe,
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dimana A adalah suatu skalar dan p adalah suatu vektor konstan tak nol. Dengan
mensubstitusi y ke dalam sistem (2.2), diperoleh

(J — A)p = 0. (2.3)

Persamaan (2.3) menyatakan bahwa A adalah nilai eigen dari matriks Jdan p adalah
vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen A. Oleh karena itu, kestabilan
sistem (2.2) di sekitar titik kesetimbangan ditentukan oleh nilai-nilai eigen dari
matriks Jacobiannya, yang diberikan oleh teorema berikut.

Teorema 2.3. [8] Pandang sistem (2.1) dimana matriks Jacobian J mempunyai k
nilai etgen yang berbeda, misalkan A1, Aa, -+ , A\, dengan k < n. Titik kesetimban-
gan x* dikatakan stabil jika dan hanya jika bagian riil dari semua nilai eigennya
bernilai non-positif, yaitu Re(X\;) < 0 untuk setiap i =1,2,--- , k.

3. Konstruksi Model

Model dinamika korupsi merupakan sistem dinamik yang terdiri dari tiga variabel
keadaan, yaitu:

(a) z(t), yaitu dukungan publik (popularitas) terhadap politisi pada waktu ¢,

(b) y(t), yaitu aset (tersembunyi) yang dimiliki politisi pada waktu ¢,

(¢) 2(t), yaitu upaya penyelidikan kasus korupsi pada waktu t (yaitu, sejumlah
tindakan yang dilakukan oleh polisi, pengadilan, dan pers yang bertujuan untuk
mengungkap korupsi).

Variabel-variabel di atas diukur dengan menggunakan satuan yang berbeda. Seba-
gai contoh, z dapat berupa persentase masyarakat yang memiliki penilaian positif
terhadap politisi, y dapat berupa nilai moneter dari aset yang terkumpul oleh poli-
tisi melalui praktek-praktek ilegal, dan z dapat berupa banyaknya petugas yang
terlibat dalam penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi.

Selain itu juga dipertimbangkan beberapa hal berikut ini:

(1) Tindakan positif yang dilakukan politisi sebagai fungsi terhadap popularitas,
dinyatakan dengan A(x). Perubahan popularitas bergantung pada inovasi poli-
tisi, yaitu seberapa jauh tindakan politisi melebihi atau jatuh di bawah harapan
publik. Dengan kata lain, peningkatan popularitas politisi bergantung kepada
tindakan positif politisi tersebut. Diasumsikan bahwa A’(z) > 0 artinya jika
semakin popular politisi maka tindakannya akan semakin besar.

(2) Harapan publik terhadap tindakan politisi sebagai fungsi terhadap popularitas,
dinyatakan dengan E(x). Jelas bahwa harapan publik terhadap tindakan seo-
rang politisi meni-ngkat seiring dengan meningkatnya popularitas dari politisi
tersebut. Dengan demikian berlaku E’(x) > 0 .

(3) Laju suap yang didefinisikan sebagai total aliran uang yang diperoleh poli-
tisi dari praktek-praktek ilegal sebagai fungsi terhadap popularitas dan upaya
penyelidikan, dinyatakan sebagai B(x,y). Sangat beralasan untuk mengatakan
bahwa semakin populer seorang politisi, maka akan semakin terbuka kesem-
patan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi (yaitu,
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mereka menuntut suap yang lebih besar karena mereka dapat mengamankan
’keuntungan’ yang lebih tinggi untuk pihak yang menyuap). Dengan demikian
dapat diasumsikan bahwa B, > 0.

Konsumsi pribadi politisi yang bergantung pada laju suap B dan aset y, dino-
tasikan dengan C(B,y). Sangat beralasan untuk mengasumsikan bahwa se-
makin meningkat laju suap dan aset yang dimiliki seorang politisi, maka akan
semakin meningkatkan pula konsumsi pribadi politisi tersebut (yaitu Cp > 0
dan Cy > 0).

Penyingkapan kasus korupsi, dinotasikan dengan D. Dalam hal ini D dapat
diukur dari jumlah aset yang disita oleh polisi dan pengadilan. Oleh karena
itu sangat beralasan untuk mengasumsikan bahwa D dipengaruhi oleh aset y
dan upaya penyelidikan z, yaitu D = D(y, z). Turunan parsialD, > 0 menje-
laskan bahwa penyingkapan kasus korupsi meningkat seiring dengan bertam-
bahnya aset (tersembunyi). Selanjutnya D, > 0 mengandung makna bahwa
penyingkapan kasus korupsi meningkat ketika pengadilan, polisi, dan pers mem-
perluas upaya-upaya penyelidikan mereka.

Berdasarkan penjelasan dan asumsi-asumsi di atas maka model laju perubahan

masing-masing variabel keadaan sebagai berikut:

(1)

Laju perubahan popularitas dinyatakan oleh persamaan diferensial berikut:
@ =p*(Alx) - E(z)) — n~2D(y, 2), (3.1)

dimana gt dan p~ masing-masing mengidentifikasi reaksi publik terhadap
inovasi politisi (selisih antara tindakan positif dan harapan publik) dan pe-
nyingkapan kasus korupsi.

Laju perubahan aset dinyatakan oleh persamaan diferensial berikut:

y:rerB(x,y)fC(B(:z:,y),y)—D(y,z), (32)

dimana r mengidentifikasi tingkat suku bunga di Bank.
Laju perubahan upaya penyelidikan kasus korupsi dinyatakan oleh persamaan
diferensial berikut:

z2=0D(y,z) — dz. (3.3)

dimana ¢ menyatakan tingkat independensi dari penyidik. Asumsi ini sangat
penting dalam sistem demokratis. Tanpa asumsi ini, kasus korupsi akan menye-
bar dan mungkin masih banyak yang belum terungkap, atau bisa juga ditangani
secara diskriminatif dan 6 menyatakan ukuran besarnya kegigihan dalam meng-
ungkap kasus korupsi.

Untuk mempermudah dalam menganalisis model, digunakan fungsi-fungsi berikut



140 Setia Wahyuni dkk.

yang bersesuaian dengan asumsi yang telah ditetapkan, yaitu

A(z) = e (3.4)
E(z) = kx, (3.5)
B(z,y) = ¢y, (3.6)
C(B,y) = wB(z,y) + 0y, (3.7
D(y,z) = yyz. (3.8)

Semua parameter yang digunakan dalam persamaan (3.4) — (3.8) bernilai positif
bergantung pada karakteristik individu dan negara masing-masing. Berdasarkan
fungsi-fungsi yang telah ditetapkan pada persamaan (3.4) — (3.8) dan kemudian
disubstitusi ke persamaan (3.1) — (3.3), maka diperoleh

&= ptle/(B+ ) — ko — p~yayz,
Y = exy — Yz — py,
Z=oyyz —oz. (3.9)

dimana

pzofra
e=(1—-w)o.

Karena diasumsikan polisi, pengadilan dan pers memiliki independensi (berlaku
pada masyarakat demokratis), maka ada/tidak adanya upaya penyelidikan
mengindikasikan ada/tidak adanya kasus korupsi.

Dengan demikian sistem (3.9) dikatakan sistem korup jika z # 0 (ada penye-
lidikan) dan dikatakan sistem tak-korup jika z = 0 (tidak ada penyelidikan). Oleh
karena itu persamaan untuk sistem tak-korup adalah

b= o/ (B +2) — M,
Uy = exy — py. (3.10)

Semua nilai-nilai parameter diasumsikan bernilai positif.

4. Analisis Kestabilan Model
4.1. Analisis Kestabilan Sistem Korup

Titik kesetimbangan dari sistem (3.9) dapat ditentukan dengan menetapkan
variabel-variabel tak bebas sebagai fungsi konstan, yaitu £ =0, y =0, 2 = 0.
Titik kesetimbangan yang diperoleh adalah

E1(x,y,z) = (anao)v

b —p
E Z,Y,z) = Oaiviv
2(e0.2) = (0.2 )

a— kB

Es(x,y,2) = (2*,0,0), dimana x* = :
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Matriks Jacobian dari sistem korup adalah
pH (i — k) —nTyyz —pyr: —pay
J(@,y,2) = ey EL—Yz—p —Y (4.1)
0 Yoz yoy — 6
Pada titik kesetimbangan yang pertama F;(0,0,0) diperoleh hasil substitusi ke
matriks Jacobian (4.1) sebagai berikut.

pt(g—%k 0 0

J(z,y,2) = 0 - 0
0 0 -6
Akar-akar persamaan karakteristik yang diperoleh adalah:
o}
AL = N+(E — k),

Ao = —p dan A3 = —9.

Selanjutnya kriteria kestabilan untuk titik kesetimbangan F; diberikan dalam teo-
rema berikut.

Teorema 4.1. Misalkan p*,«, 3, p,d adalah parameter positif. Jika % < k, maka
titik kesetimbangan Ey = (0,0,0) dari sistem (3.9) stabil.

Pada titik kesetimbangan yang kedua FE»(0, %, %p) diperoleh hasil substitusi ke
matriks Jacobian (4.1) sebagai berikut.

pHG =k +p 20 0

B s
J(z,y,2) = T oo N

Akar-akar persamaan karakteristik yang diperoleh adalah:

A1 =V _5pa
/\2 -V _5P>

A3 :/L+(% —k)+p”

op
7—0.

Selanjutnya kriteria kestabilan untuk titik kesetimbangan F, diberikan dalam
teorema berikut.

Teorema 4.2. Misalkan ™, u=, o, B, p, 8, 7, o, k adalah parameter positif. Jika
(1 (%) -HJ_(%)) < ptk, maka titik kesetimbanganEs (0, U%, =) dari sistem (3.9)
stabil.

Pada titik kesetimbangan yang ketiga Eg(o‘_kkﬂ ,0,0) diperoleh hasil substitusi
ke matriks Jacobian (4.1) sebagai berikut:

#ﬂ% —k) 0 0
J(2,y,2) = 0 5(a7€kﬁ)—p 0

0 0 =y
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Akar-akar karakteristik yang diperoleh adalah

M=t (2,
(67
—k
>\2:€(0— k; 5)7@
s = =6

Selanjutnya kriteria kestabilan untuk titik kesetimbangan FEs diberikan dalam
teorema berikut.

Teorema 4.3. Misalkan «, 8, p,d adalah parameter positif. Jika % <1dan g <
ekB + p, maka titik kesetimbanganEg(%w, 0,0) dari sistem (3.9) stabil.

4.2. Analisis Kestabilan Sistem Tak-Korup

Titik kesetimbangan dari sistem (3.10) dapat ditentukan dengan menetapkan
variabel-variabel tak bebas sebagai fungsi konstan, yaitu ¢ = 0, y = 0.
Titik kesetimbangan yang diperoleh adalah
Rl(‘ru y) = (07 O)a

Ry(x,y) = <a _kkﬁ

Matriks Jacobian dari sistem tak-korup adalah

J(z,y) = (“ﬂwii)z —k) 0 ) , (4.2)

ey ex —p

0).

Pada titik kesetimbangan yang pertama R;(0,0) diperoleh hasil substitusi ke ma-

triks Jacobian (4.2), yaitu
e _ k) 0
Jry) = (“ (5 = #) )
0 —p
Akar-akar persamaan karakteristik yang diperoleh adalah :

AL = ,ﬁ(% — k) dan Ay = —p.

Selanjutnya kriteria kestabilan untuk titik kesetimbangan R; diberikan dalam
teorema berikut.

Teorema 4.4. Misalkan u*,«, 3, p,d adalah parameter positif. Jika % < k, maka
titik kesetimbangan Ry = (0,0) dari sistem (3.10) stabil.

Pada titik kesetimbangan yang kedua Rg(a;kﬁ ,0) diperoleh hasil substitusi ke

matriks Jacobian (4.2), yaitu

(B _
JT(z,y) = (” (Gregmy =0 0 )

0 e(252) — p
Akar-akar persamaan karakteristik yang diperoleh adalah

k —k
A1 :/ﬁ'(;ﬁ—l)k, dan A zs(a k ﬂ)—p
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Selanjutnya kriteria kestabilan untuk titik kesetimbangan Ro diberikan dalam
teorema berikut.

Teorema 4.5. Misalkan o, B, p,d adalah parameter positif. Jika % <1dan 5 <
ek + p, maka titik kesetimbangan Rg(o‘_kkﬁ,O) dari sistem (3.10) stabil.

5. Kesimpulan

Model dinamika korupsi dalam masyarakat demokratis terbagi atas dua bagian
yaitu sistem korup dan sistem tak-korup. Pada sistem korup terdapat empat titik
kesetimbangan yaitu E;, FEs, E3, E4 dan analisis modelnya dibatasi hanya untuk
tiga titik kesetimbangan yang pertama. Dari analisis kestabilan diperoleh kriteria
titik kesetimbangan sistem korup yang stabil. Pada sistem tak-korup terdapat dua
titik kesetimbangan yaitu R;, Rs. Dari analisis kestabilan diperoleh kriteria titik
kesetimbangan sistem tak-korup yang stabil.
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